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A B S T R A C T  Keyword 

Keragaman sosial yang meningkat di kota multikultural seperti 
Singkawang menuntut tata kelola yang efektif untuk mengelola 

pluralisme dan membangun toleransi. Namun, koordinasi antar 

pemangku kepentingan seringkali terfragmentasi sehingga 
membatasi potensi terciptanya harmoni sosial yang inklusif. 

Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pelaksanaan 

collaborative governance sebagai strategi membangun kota 

toleran melalui kerjasama lintas sektor. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam 

mewujudkan kota toleran di Singkawang, dengan fokus pada 

partisipasi pemangku kepentingan, kemitraan kelembagaan, 
pengambilan keputusan demokratis, desentralisasi, jaringan sosial, 

dan adaptabilitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami 
secara mendalam fenomena sosial berupa praktik Collaborative 

governance dalam konteks nyata Kota Singkawang. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative governance dalam 

mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam 
dimensi utama, yakni partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, 

keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kewenangan, 

jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan 
adaptabilitas. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai 

pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, komunitas adat, 

organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam 

membangun harmoni sosial. Dengan mempertimbangkan keenam 
dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Collaborative 

governance di Singkawang sudah memberikan kontribusi positif 

dalam memperkuat toleransi sosial. 
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1. PENDAHULUAN

 Isu toleransi di Indonesia terus menjadi perhatian penting dalam pembangunan sosial, 

khususnya di wilayah multikultural seperti Kota Singkawang. Kota ini dikenal memiliki 

keragaman etnis dan agama yang tinggi, sehingga pengelolaan kehidupan sosialnya menuntut 

pendekatan kolaboratif dan inklusif dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Collaborative 

governance menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan integrasi sosial dan 

mendorong terciptanya kota toleran yang stabil secara sosial dan politik (Ansell & Gash, 

2008). Konsep Collaborative governance menekankan perlunya keterlibatan aktif berbagai 

aktor baik dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun komunitas local 

dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik secara bersama-sama.  

 Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleransi di Kota 

Singkawang. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah daerah, dinamika 

antaraktor kolaboratif, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas 

kolaborasi lintas sektor dalam menjaga harmoni sosial di wilayah yang plural. 

2. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk 

memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik Collaborative governance 

dalam konteks nyata Kota Singkawang. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali 

makna, perspektif, dan pengalaman para aktor secara lebih kaya dan kontekstual.  

   

 Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan belas hari, di Kota Singkawang, Provinsi 

Kalimantan Barat. Pelaksanaan di lokasi tersebut dipilih karena Singkawang merupakan kota 

multikultural yang menjadi fokus studi mengenai tata kelola sosial dan pembangunan 

toleransi. Waktu penelitian disesuaikan agar mencakup periode aktivitas kolaborasi yang 

signifikan, termasuk pelaksanaan program-program kebudayaan dan dialog antar komunitas 

yang rutin berlangsung.          

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk memahami secara mendalam praktik Collaborative governance dalam mewujudkan 

kota toleran di Singkawang, penelitian ini menggunakan kerangka teori Collaborative 

governance yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash (2016). Teori ini menguraikan enam 

karakteristik utama, partisipasi aktif, kemitraan antara pemerintah dan sektor lain, keputusan 

demokratis dan transparan, desentralisasi kekuasaan, penciptaan jaringan sosial dan 

kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas yang menjadi pijakan dalam menganalisis 

dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Keenam karakteristik tersebut digunakan 

untuk mengkaji bagaimana proses kolaborasi terbentuk, dijalankan, dan menghadapi 

tantangan dalam konteks pembangunan sosial dan budaya yang inklusif di Kota Singkawang. 

3.1. Partisipasi Aktif 

Menurut Ansel dan Gash (2016), partisipasi aktif merupakan karakteristik utama dalam 

Collaborative governance yang menandai keterlibatan nyata dari berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Kota Singkawang, keterlibatan ini 

tercermin dari kehadiran dan kontribusi pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam 

pertemuan dan forum koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah daerah 

maupun komunitas. Indikator pertama, yaitu keterlibatan dalam pertemuan pemangku 

kepentingan, memperlihatkan bahwa keberlangsungan kolaborasi sangat bergantung pada 

partisipasi langsung para aktor yang berkepentingan. Pemerintah daerah menginisiasi dialog 

lintas sektoral yang melibatkan tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, 
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serta sektor swasta. Keterlibatan ini memungkinkan penyamaan persepsi dan pemecahan 

masalah secara bersama. Indikator kedua, keberagaman pemangku kepentingan 

menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yakni 

melibatkan berbagai kelompok sosial dan budaya secara representatif. Keberagaman ini 

penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mewakili kepentingan seluruh 

masyarakat, mendorong inklusivitas, dan memperkuat legitimasi proses kolaborasi.  

Secara keseluruhan, dimensi partisipasi aktif sesuai dengan karakteristik yang diuraikan 

Ansel dan Gash (2016) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat 

ditentukan oleh keterlibatan yang luas, inklusif, dan bermakna dari berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program di 

Kota Singkawang. 

3.2. Kemitraan Pemerintah dan Sektor Lain 

Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain merupakan karakteristik esensial dalam 

Collaborative governance menurut Ansel dan Gash (2016), yang menekankan pentingnya 

sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Di Kota Singkawang, kemitraan 

ini terwujud melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor 

swasta, dan komunitas budaya dalam pelaksanaan program-program sosial dan kebudayaan. 

Indikator keberagaman stakeholder dalam kemitraan menunjukkan bahwa keberhasilan 

kolaborasi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda. Selanjutnya, indikator tanggung jawab bersama 

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program bukan hanya beban pemerintah 

semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif. Di Singkawang, hal ini tercermin dalam 

pengelolaan acara budaya dan dialog antar komunitas yang dijalankan bersama oleh berbagai 

pihak secara sinergis, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mendorong keberlanjutan 

inisiatif toleransi.   

Namun, tantangan yang muncul antara lain ketidakseimbangan kontribusi dan persepsi 

tanggung jawab, dimana beberapa aktor merasa peran mereka kurang dihargai atau terbatas 

dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan 

komunikasi yang lebih baik agar kemitraan berjalan efektif dan inklusif. 

3.3. Keputusan Demokratis dan Transparan 

Karakteristik keputusan demokratis dan transparan menurut Ansel dan Gash (2016) 

menunjukkan bahwa dalam tata kelola kolaboratif, proses pengambilan keputusan harus 

terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keadilan dan 

akuntabilitas. Indikator kemudahan akses dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan 

bahwa di Singkawang, berbagai forum dan mekanisme konsultasi publik diadakan untuk 

memberikan ruang bagi masyarakat dan kelompok kepentingan menyampaikan aspirasi dan 

kritik secara langsung. Sementara itu, indikator tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan 

persepsi positif publik terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun banyak pihak 

merasa proses sudah cukup terbuka, beberapa kelompok minoritas masih mengeluhkan 

keterbatasan akses informasi dan kurangnya representasi yang memadai.  

Oleh karena itu, peningkatan mekanisme komunikasi publik dan penyebaran informasi 

yang merata menjadi hal penting untuk memperkuat transparansi dan demokrasi dalam 

pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola kota toleran. 

3.4. Desentralisasi 

Desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab menjadi dimensi penting dalam 

Collaborative governance yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan 
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sumber daya untuk mengelola masalah lokal secara efektif (Ansel dan Gash, 2016). Indikator 

distribusi kewenangan mengacu pada pelimpahan otoritas dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah di Singkawang, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman sosial dapat disesuaikan dengan konteks lokal 

yang unik. Selain itu, indikator kolaborasi pusat-daerah menggarisbawahi pentingnya 

koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan berjalan selaras dan 

tidak tumpang tindih.  

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mekanisme koordinasi lintas tingkat 

pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar desentralisasi dapat memberikan manfaat 

maksimal dalam menjaga keharmonisan sosial di kota multikultural ini. 

3.5. Jaringan Sosial dan Kepercayaan 

Menurut Ansel dan Gash (2016), penciptaan jaringan sosial yang kokoh dan kepercayaan 

antaraktor menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif dan 

berkelanjutan. Indikator keterbukaan informasi menunjukkan bahwa di Singkawang, 

transparansi dan komunikasi terbuka antar kelompok sosial, pemerintah, dan organisasi 

kemasyarakatan menjadi kunci dalam membangun saling pengertian dan mengurangi 

prasangka yang berpotensi memicu konflik. Indikator komitmen menjaga hubungan 

kolaboratif menegaskan bahwa kepercayaan dibangun bukan hanya dari keterbukaan, tetapi 

juga dari konsistensi dan keberlanjutan interaksi antar aktor.  

Meski demikian, tantangan muncul dari adanya ketidakpercayaan historis dan perbedaan 

budaya yang memerlukan waktu dan upaya terus menerus untuk diatasi agar jaringan sosial 

dan kepercayaan ini dapat tumbuh dan memberi dampak positif. 

3.6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas 

Fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan karakteristik krusial dalam Collaborative 

governance yang memungkinkan pengelolaan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap 

perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat (Ansel dan Gash, 2016). Indikator 

kemampuan mengubah kebijakan atau strategi menunjukkan bahwa pemerintah dan aktor lain 

di Singkawang harus siap menyesuaikan program dan pendekatan mereka berdasarkan 

evaluasi dan dinamika lapangan, termasuk merespons isu-isu baru yang muncul dalam 

konteks keberagaman dan toleransi. Indikator kemampuan menyelesaikan konflik secara 

fleksibel menegaskan pentingnya mekanisme mediasi dan dialog yang adaptif dalam 

menangani perselisihan sosial tanpa harus mengedepankan konfrontasi, sehingga dapat 

menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. 

Praktik fleksibilitas ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan 

konflik yang kompleks dan berlapis, agar kolaborasi tetap berjalan efektif dan tujuan 

pembangunan kota toleran dapat tercapai secara berkelanjutan. 

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa praktik Collaborative governance 

dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berlangsung melalui enam dimensi utama: 

partisipasi aktif, kemitraan pemerintah dan sektor lain, keputusan demokratis dan transparan, 

desentralisasi kekuasaan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. 

Masing-masing dimensi tersebut menunjukkan kekuatan sekaligus tantangan yang 

memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas aktor dalam menjaga keharmonisan sosial dan 

keberagaman budaya. Pada dimensi partisipasi aktif, keterlibatan beragam pemangku 

kepentingan dari sektor pemerintahan, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan 

masyarakat sipil telah memberikan kontribusi nyata dalam forum-forum dialog dan 
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pengambilan keputusan. Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain menunjukkan sinergi 

yang baik dalam pelaksanaan program-program sosial budaya.  

Keputusan yang demokratis dan transparan telah tercermin melalui akses terbuka bagi 

pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta tingginya tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap keterlibatan publik. Dimensi desentralisasi mengungkapkan bahwa 

distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah memungkinkan penyesuaian kebijakan 

dengan kondisi lokal Singkawang. Jaringan sosial dan kepercayaan antar aktor menjadi modal 

sosial yang kuat dalam tata kelola kolaboratif. Keterbukaan informasi dan komitmen menjaga 

hubungan kolaboratif membantu membangun suasana saling percaya dan dukungan bersama. 

Terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas terlihat sebagai kunci dalam menghadapi dinamika 

sosial yang cepat berubah.  

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun 

Collaborative governance di Singkawang telah memberikan hasil positif dalam mewujudkan 

kota toleran, terdapat sejumlah kendala struktural dan proses yang harus diatasi. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative governance dalam 

mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam dimensi utama, yakni 

partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi 

kewenangan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Setiap 

dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, 

komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam 

membangun harmoni sosial. Dengan mempertimbangkan keenam dimensi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Collaborative governance di Singkawang sudah memberikan kontribusi 

positif dalam memperkuat toleransi sosial. 

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang 

lingkup yang terbatas pada Kota Singkawang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke 

kota multikultural lain dengan konteks sosial dan politik yang berbeda. Selain itu, jumlah 

informan yang relatif terbatas dan keterbatasan waktu pengumpulan data menjadi faktor yang 

membatasi kedalaman dan keluasan data. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya dapat memperluas 

cakupan geografis dengan melakukan studi komparatif di beberapa kota multikultural lain di 

Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai praktik Collaborative 

governance dalam pembangunan kota toleran. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima 

kasih khusus disampaikan kepada para informan dari Pemerintah Kota Singkawang, tokoh 

masyarakat, organisasi adat dan keagamaan, serta masyarakat sipil yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen 

pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan profesionalisme memberikan arahan dan 

masukan berharga. 
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